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TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENERIMAAN DAN PENELAAHAN
BERKAS PERKARA KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, GRASI DAN
HAK UJI MATERIL KEPADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka terwujudnya
penyelesaian perkara Kasasi, Peninjauan
Kembali, Grasi‘dan Hak Uji Materil secara
cepat dan efisien diperlukan penerimaan
berkas perkara melalui 1 (satu) pintu di
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4)
Undang—ljndang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat,
dan biaya ringan, dan Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang  berbunyi
Pengadilan membanty pencari keadilan dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 Tentang
Jangka Waktu Penanganan Perkara pada



Mengingat

==

Mahkamah Agung tetap berlaku, kecuali alur
perkara yang semula melalui Biro Umum
Badan Urusan Administrasi dan penelahaan
berkas perkara wewenang Direktorat Pranata
dan Tata Laksana pada 3 (tiga) Direktorat
Jenderal  (Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara)
dialihkan menjadi kewenangan Kepaniteraan
Mahkamah Agung;-

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung tentang Pelimpahan
Wewenang Penerimaan dan Penelaghan
Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali,
Grasi dan Hak Uji Materil Kepada
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilén Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-



10.

sl

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5]
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang—Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

Undang—Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/OIS/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah
Agung Republik Indonesia;
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11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/032/SK/1V/2006 tentang Pedoman
Organisasi dan Administrasi Mahkamah
Agung (Buku I11);

12.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman
Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia;

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
214/KMA/SK/XII/2014 tentang  Jangka
Waktu Penanganan Perkara Mahkamah
Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENERIMAAN DAN
PENELAAHAN BERKAS PERKARA KASASI,
PENINJAUAN KEMBALI, GRASI DAN HAK UJI
MATERIL KEPADA KEPANITERAAN MAHKAMAH
AGUNG.
Menetapkan Kepaniteraan = Mahkamah Agung
berwenang untuk menerima, mengelola administrasi
perkara yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali,
Grasi dan Hak Uji Materil ke Mahkamah Agung.
Melimpahkan kewenangan penerimaan  berkas
perkara yang semula diterima di Bagian Tata Usaha
pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung kepada Tata Usaha pada
Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Melimpahkan kewenangan penelaahan Berkas
perkara dari Direktorat Pranata dan Tata Laksana
dari ke 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan
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Mahkamah Agung kepada Panitera Muda Perkara
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulaj berlaku sejak tanggal 1 Januari
2020 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 November 20 19

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;

4. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;

5. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

6. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.



